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Bali Posvkmb3S
'RDP) rnernbahas APBD Ind.uh 2016 di ruang

V

Dewan Tudin Oknum Pol-PP

Lindungi H tel Tanpalzin
Singaraja (Bali Post) -

Maraknya usaha akomodasi wisit
disikapi serius pemerintah daerah.

tanpa izin di Buleleng sejauh ini telah

akomodasi wisata ini diwarnai m
rangnya, upaya penertiban izin usaha
lnya isu "tak sedap". Misalnya, usaha

akomodasi bodong bisa tumbuh sul lantaran disebut-sebut telah dilindungi
oknum anggota Polisi Pamong Pra.ia Pol-PP).

Dugaan ini dibeberkan
Ketua Komisi II DPRD Bule-
leng Pul;u Mangku Budiasa
dalam rrlpat dengar penda-
pat (RDP - red) membahas
APBD Induk 2016 di ruang
gabungan komisi, Senin
(26110) sore kemarin. Da-
lam raprlt tersebut,. politisi
PDI-P asal Desa Selat, Su-
kasada ini dengan gamb-
lang mengungkapkan salah
seoran€l oknum petugas
Pol-PP. Dia diduga melind-
ungi hotel bodong di wilayah
Gerokg;lk. Perilaku me-
malukan oknum PoI-PP ini
sudah diketahui identitas-
nya. Oknum tersebut telah
dilaporkan kepada Kepala
Badan Polisi Pamong Praja
dan Linmas I Made Budi
Astawa. Namun entah apa
sebabnya. laporan tersebut
belum ditindaklanjuti oleh

APBD INDUK - Rop at Dengar Pend
gabungan homisi DPRD Buleleng.

prmprnatl
but. Dari

mbaga terse-
nelusuran dan

informai rg diperolehnya
Pol-PP saat ituitu, oknr{

menyegel ha hotel yang
tidak me{
mun faktfi
tetap saj{

ntongi izin. Na-

biasa ta

,ng nama baik
erintah. Kalau

katanya.
Wakil Ketua DPRD Ketut

Susila Umbara mengata-
kan sangat menyayangkan.
Politisi Partai Golkar asal
Desa Panji, Sukasada ini
juga prihatin dengan kinerja
Pol-PP yang melakukan tin-
dakan tidak sepatutnya.

Sekkab Ir. Dewa Ketut
Puspaka mengapresiasi in-
formasi yang disampaikan
DPRD Buleleng. Puspaka
menjamin kinerja Tim Yus-
tisi selama ini sesuai regu-
lasi dan tidak memberikan
ampun bagi usaha tanpa
izin beroperasi di Buleleng.
Pihaknya berjanji mengeval-
uasi dan kalau terbukti dan
didukung fakta, pemerintah
akan mengambil tindakan
tegas oknum bersangkutan
sesuai regulasi yang ada.
(kmb38)

hotel tersebut
roperasi seperti
rda iktikad baik

mengurqH
bukti kutrld

zin. Bahkan,

kalau us{
ikantonginya,
hotel tersebut

telah dibek oknum Pol-
PP tersetr
. "Ini szll
dan men[
Iembaga 1

at memalukan

benar y dilakukan ,ok-
itu, pecat saja.num sep€rrt:

Kejadiarr i i sudah saya
sampaika,;r
PP, namulr

pimpinan PoI-
ak ada resDons

dan mau saya tanyakan
namun beliau
kllkql rapat,"

di forum hil

[rd;i ' &W,,_{tpwt$_kPtl-_
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Kasus Dugaan Korupsi Lahan Dermaga

Way^n Trlka Kembali
Diperiksa

Semarapura (Bali Post) - |

Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkunl:, tprus melakukan pengembangan terhadap dugaan
kasus korupsi pengadaan lahan derma6lai daratan di eks galian C. Setelah memeriksa tiga
saksi termasuk mantan Sekda Klungku r:rglKetut Janapria, pihak kejaksaan juga melakukan
yang sama terhadap Asisten I Bidang P:'nlerintahan dan Kesra Wayan Tika.

Pejabat as:rl Desa Tangkas itu Ketut Jarlafria," ujar Pasek.
diperiksa sebagai saksi karena Sepertl hflnya Janapria, Tika
sebelumnya bertugas sebagai diperiksaltelkait perkembangan
Plt. Kepala Dinas Perhubungan kasus pe4gaSaan lahan dermaga
dan Infokom Klungkung. Pemer- daratan. lie$eriksaan ini dilaku-
iksaan Tika s,:bagai saksi diakui kan kare, nzf sebelumnya Tika
Kasi Pidsus Kajari Klungkung sempat nrerfjadi Plt. Kadishub
Made Pasek Budiawan. Senin dan Infol.o[r Klungkung. Dia
(26110) kemarin. dinilai tahufterkait seluk belum

Akan tetapi, ia belum mau
membeberkan tindak lanjut
dari pemeriksaan, termasuk ada
atau tidaknya tersangka baru.
Pasek hanya mengatakan telah
melakukan pemeriksaan terh-
adap empat orang saksi. Saksi
terakhir yang diperiksa adalah
Wayan Tika fang.saat ini men-
jabat sebagai Asisten I Pemkab
Klungkung. "Yang bersangkutan
(Tika) diperiksa kira-kira Jumat
lalu setelah melakukan pemer-
iksaan terhadap mantan Sekda

pengelola,l n Bnggaran saat itu di
Dishub. "l'i{ak hanya masalah
pembayat'rrh yang kami tan-
ya. tapi sr:u{r.ranya. Bagaimapa
prosedur r'e{gadaan dan peren-
canaanya.' tggasnya.

Sebelur:: r[embidik tersangka,
pihaknya akirn melakukan eks-
pose atau plelar perkara terlebih
dahuhr dengan pimpinan. Sebab,
menetapllari tersangka tidak
gampang. Iipjaksaan khawatir
nantinya ail<afr di-praperadilank-
an. Untuk itiLr, untuk mgngem-

bangkan kasus ini, pihak kejak-
saan tidak hanya melakukan
pemeriksaan saksi, namun juga
melihat fakta-fakta di persidan-
gan dan bukti-bukti. 'Yang jelas
ekspose akan dilakulan secepat-
nya. Kami ingin secepatnya ada
kesimpulan." katanya.

Terkait nasib tiga tersangka
lainnya, yakni I.B. Susila, Gusti
Ayu Wardani, dan Luh Hendra-
wati yang belum divonis hakim,
Pasek menyatakan Susila dan
Ayu Wardani telah siap dilimpah-
kan ke pengadilan, sedangkan
Hendrawati kini masih pem-
berkasan. "Rencananya ketiganya
nanti langsung dilimpahkan ber-
samaan," tandas Pasek. (kmb)

Bali Post/kmb

Made Poseh Budiawan

I
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Di-"
r proyek tersebut. Pemkab melayangkan surat
Rlragar melakuan reuiew terhadap dokumen
rmkab karena setelah mempelajaii dokumen

a industri di kawasan
n Celukan Bawang.

Setelali s rat tersebut dikirim,
Bupati fP.

Dinas P
S menugaskan Kepala

Buleleng
hubungan (Dishub)
rede Gunawan untuk
asi dan menanyakan

jawabr,iin
mintaa:r

Kemenhub 4tas per-
lemkab tersehut.

Dishub Gede Gu-
tika dirirint{i konfir-
rit hasil kooidinasi ke

sore kemaiin, men-
gatak:r n, fsurat Bupati sudah

eh pejabat yang mem-
Kemenhub RI. Pada

emenhub menyainbut
imintaan per4kab agar
n_ygyiey; tjrrhadap

Pemkab Buleleng Bfrsuriat ke Kemenhub

MintaDokuinen RIP
Dermhga0urah cair

evierryt'
Singaraja (Bali Post) -

Setelah meminta agar proyek dermrng
Bawang, Kecamatan Gerokgak dihentili ar

Informasi yang dikumpulkan
Bali Post Senin (26/10) kemarin,
menyebutkan, sejak proyek pem-
bangunan dermaga curah cair itu
mencuat di rnedia massa, pihak
PT Pelindo IJI Surabaya Cabang
Celukan Bawang sempat meny-
erahkan dokumen RIP kepada
pemkab. Dokumen tersebut ke-
mudian diqglaja{. Dqn ditemu-

kan bahwa dokumen tersebut
belum sesuai dengan zona in-
dustri yang diatur Pada Perda
RTRW Kabupaten Buleleng. Atas
kondisi ini, pemkab kemudian
melayangkan surat ke Kemen-
hub RI di Jakarta. Dalam surat
No. 600/44812015 tertanggal 12

Mei tahun 21115 tersebut, BuPati
Buleleng Putu Agus SuradnYana

(PAS) meminta agar Kemenhub
RI melakukan reuiew terhadap
dokumen R-[P tersebut. Melalui
surat tersebr,rt, pemerintah pusat
yang telah m.engeluarkan izin un-
tuk pembangpnan dermaga curah
cair diminta agaY menyesuaikan
dokumen RIP tersebut mengako-
modir kepentingan dan kondisi
dilapangan sesuai dengan pen-

curah caif di sisi timur'Pelabrlhan Celuaan
sementara, Pemkab Bdleleng kembali menun-

jukkan sikap tegas terhadap pembangund
kepada Menteri Perhubungan (Menhub)l
RIP proyek tersebut. Sikap ini diambif
RIP, ternyata perencanaan itu belum scs
diatur pada Perda Rencana Tata Ruang

lai den_ga4 4ole kawasan industri seperti yang
lvilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng.

dokumen RIP pembangunan
dermaga curah cair di Buleleng
barat tersebut. Saat ini, Kemen-
hub masih mengkaji kembali
dokumen RIP tersebut yang ke-
mudian disesuaikan dengan pen-
etapan zona industri kawasan
Pelabuhan Celukan Bawang.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana menginstruksikan
agar proyek pembangunan der-
maga curah cair di sisi timur
Pelabuhan Celukan Bawang di-
hentikan untuk sementara. Hal
ini karena pihak Pelindo belum
memaparkan dokumen RIP yang
menjadi salah satu syarat proyek
tersebut. (kml,.*38).T
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Pesanan
Panitia Khusus (Pansus) Aralui

Peraturan Zonasi (APZ) DPRD tla
merekomendasikan revisi Peratura
Daerah (Perda) Rencana Tata Ruan

Wilayah Provinsi(RTRWP) Bali' Rt

komendasi ini kemudian disetttit
Dewan, bahkan diiadikan Priorilu

dalam agenda Prolegda tahun Z!fr!llcllalrl qverrug

Alasan m-endasar yang disampaikat
mengaPa Perda RTRWP Bali itu haru

Oif,uisi, menYesuaikan dengan ['e
pres 51 rahu12014..Padahll ?tl!l:

lnvestor?

untuk mendukung pelestarian Bali. KlL
pelestarian tidak disukai, kan aneh. Jrq
tata ruang yang ada harus dipertahanlil; r

Jelasnya.
Kartini menjelaskan, konsep Bali bu.lr

lah terus membangun
mernelihara yang sudah

banyak masalah yang dihadapi Bali, rnulai'
dari sumber daya lahan, air, hingga hutan.
Kalau Perda Tata Ruang diobrak-abrik
untuk kepentingan ekonomi semata, tentu
lidak akan baik bagi Pulau Dewata.Apalagi,
hanrpir tidak ada penindakan terhadap pe-
Ianggararr sernpadan, radius kesucian pura,
dan pelanggaran tata mang lainnya.

''Kan aneh kita yang dinrinta nenye-
suar.kan diri. Se]qals kalau direvisi

dengan orang-orang berkepentingan saja,
pertarryaan besarnya, ada apa di balik itu?
Sekarang dari DPRD sebagai pemegang
amanah rakyat harus bisa melihat itu
denganjeli. apakah perlu direvisi, apa yang
merugikan. Kan aneh kita; dalam kondisi
lingkungan rusak justru perda kita yang
pro-lingkungan mau direvisi," tegasnya.

Sebelumnva. Pansus APZ DPRD BaIi
merrekomendasikan revisi Perda RTRWP
Bali. Rekomendasi ini kemudian disetujui
Dewan, bahkan dijadikan prioritas da-
lam agenda Prolegda tahun 2016. Ketua
Pansus APZ Kadek Diana mengatakan,
perutlahan regulasi yang mengharuska4
adanya perubahan tata ruang menjqdi
salah satu alasan revisi perda. Sebag4i
contoh. Perpres No. 51 Tahun 2014 dan
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 ter,;
tang Pernerintah Daerah
Hal. 19

Konservasi

kita punya. Bali ini kecil. kalau serq,
proS$.seperti jalan tol. kereta api. dip k
dibangun di sini maka alam dan burla
Bhli akan hancur. Perda 16 ini kan dil,r

Menyesuaikan Perpres 51 atau

f,a"V"tafat Bali sedang getol-ggto
nya memPeriuangkan agar-Pertr; te

ini dicabut, karena dinilai sitri

kepentingan investor. Pertanyaan pu

kemudiin muncul, tidakkah revistt lt

iuga qta-s Pesanan investot

PENEGAKAN Perda No' 16 Tr hrln
zde d;;;;nrnwP Bali dinilai b'rtuPt

naksiural. Bahkan, hanrpil tidak bet1rLlln
'$&f, p"tJn diterbitkan. Padahal' I'i ltfa
RTRWP sangat ramah da.rt sts-l lll)gKul Sill)
.Lti,n -"ti"iungi BaIi dari kehanctl''a
bita r"ui.i betul"-betul dilaujutkan' n:irl
alanr tlan budaya BaIi betul-betul dipe
uhkiln untuk kepentingan uang sem?:lt;;l

"liksekutif dan legislatif harus !t''rp
harsai bagairnana terciptanya Perdir I

putrjuttg .ekali datt itu kan sudah,sarrg
[uci," itt"k rneliudungi Bali' Sekr"'a
opik*h B"li mau dihancurkan?" 1'jii lll;il;iu-;;"*itas UdaYana Dr' Luh l(
tini. di Denpasar. Senin (26/101 kemal t1

Iiartini menambahkan. Pelda 'l:r
Ruane iustru harus dipel'tahankarr L

beradiannya oleh eksekutrf dan legislrlf
["t,i" -ufin dengan mudah direvisi hn riJa

untttk mengakomodir proyek-prtiyek da|'t

n9m-e{4tqh PYq4t.
"I)usat kan harus menghargai apa lra

E Menyesuaikan dengan Perpres No' 51

Tahun 2014 dan Undang-undang No'

23 Tahun 20'l 4 tentang Pemerintah

Daerah.

S Di Perpres 51,Teluk Benoa berubah

dari kawasan konservasi menjadi

kawasan Pemanfaatan' Salah satu

' zone berubah jadi blok pemanfaatan'

rencana Pembangunan
tol dan rencana kereta aPi.

tetapi bagainr;:r
. ada. Apalagi. r {1w{san

,l
_ _______________ l

Edisi

l{al

Revisi Perda

Alasan RevisiPerda RTRWP Bali
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s pembantu di Kayubihi, Bangli.

)1,11r,lt l'i*,, ,,f,
tlir,+$.ilr,iri,\{

(iig',Jift

ffi
KONDISI - Xondisi

Separuh Puskesmi s dan Pustu Rusak "
Bangli (Bali Post) - I

eingi,t ott p.rrf.".rn., dan puskesnr$ p"mbantu (pustu) di Kabupaten Bangli
banyak yang mengalami kerusakan. l)r{ri total 12 puskesmas induk dan 59 pustu
yang ada, hampir 50 persennya merlgflami kerusakan dengan kategori r:usak
ringan dan rusak berat. Hal itu diakul Xftpala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli
dr. Nengah Nadi, Senin Q6n0) O"i"f"{

Dil<atakan dr. Nadi,,ber- Bangli. .'i'"h* di Kayubihi
dasarkan data ya,ng dirni- ke^riakarfnja'cuk*p parah.
li\rnya tercatat ad-a ,sejutn- Tnpi walhuf ',.,r, .,r*uk, pu-
lall pusK('sulas rndttK yang layanan l{e$hatan di sana
kondisinS'a_rusak berat. di masihtetair$rjalan,,,*jarnya
antaranya Pushesmas Tern- clidampingji {u,"i Su.uriu ao"
buhu I, Puskesmas lGntamani prasarana l fvuyo. S.rrraba.
Il, danPuskesrnas Kintamani Dijelaskrf n," he^rsahan
IV. Sedangkan yang men- pustti Ka51u$tri ter;aai paaa
galami rusak ring_a1 yakni hagian ati;,, dlafon dan beber_n_..k:.'"r.. \ut tt, \!1 3r,ir.,os,^d rr$ef qrr*"y*
mas I(intarnani I, Puskesmas Rusakny{ s}jumlah bagian hanya boleh digunakan untuk
Kintamani III. dan Puskes- bangunafi ftu disebabkan rnemperbaiki puslcesmas in-
mas Kintarnani v. harena tictal.i pernah menda- duk." terangnya. Agar keru-

Sementara itu, dari 59 patperbalkafr-sejakpertama sakan pusk"esmas riendapat
puskesmas pembant-u (pustu) kali dibangulr. Keterbatasan penanginan, pihaklva telaS
yang ada, harnpir selnruhtrya anggaran plidkuinya rnenjadi ' membuat us.tlan agar bisa
diakui dr. Nadi mengalami kendaia uta$a pihahnya un- diperbaikidengandanaAPBD
kerusahalr. Salah satu,yang tuk melakrrk.hn perbaiiran. selama lima tahun ke detran.
terparah yakni Puskebmas Ditrngkapkin, kendati Dimana dalam setiap tahun-
Pembantu Kayr-rbihi yang pihahnya seflama ini digel- nya jumlah pnskesmas yanp;

rytoki:lgr ?esa Kayubihi, ontor'. dal r [Iokasi khr.rsus diusulkan mendapat pei'bar-
(DAX), nafut$r dana tersebut kan sebanyak 12-13 unit.
sangat tclfl:apas untuk cligu- "Un[uk pustu di l(ayrrbi-
nakan rndnrlerbaiki pustu. hi, di tahrrn ini ahan segel'a
Di sampinlg ftu dali segi ke- diperbaiki dengan dana
tentuan, rlatrra DAI{ tidak APBD perubahan. Nilain-
boleh digtrrralan untuk rnem- ya Rp l8g jula." irnbr-rh I
perbaihi ;ruf tu. "Dana itu Wayan Sunaba. (kmb40)
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Soal inV -t
Pejabat erah Berhak

:annya
;t) -
li. Buleleng mulai ang-
pr wacana pengadaan
r) dalam APBD Induk
kil rakyat di daerah ini
rlau pengadaan mobdin

Men

Lembaga dew
kat bicara me
mobil dinas (
2016
membantah
tersebut kei . Sebaliknya, de-
wanmenyatakan u setiap pej4bat daerah

mobdia,..R{ulasi juga
rta dewan s{bagai peja-
gara pemerihtahan.
rpkan anggpta Badan
DPRD Bul$leng Putu
L-sela rapat hembahas
1016, Senin (26110) ke-
n Wakil Ketira I DPRD
.a Umbara. $ementara
kkab Bulele4gIr. Dewa
'. didampirlgi Kepala
oi. t\,f ei

berhak menda
mengatur kalau
bat daerah penv

Demikian diu
Anggaran (Ba
Tirta Adnyana-
APBD Induk tz
marin. Rapat dipi[r
Buleleng, Ketut flr
eksekutif dipimpin
Ketut Puspaka,
Bappeda Gede

Lebih jauh
ja, M.Si.
lnyana mengatakan,
rdin ini sejatinya telahreneana

diawali jian dari segi regulasi.
mberian jatah mobdinDari pengkajian i

ini dibenarkan. n fakta itu, lembaga
delvan kemudian
mobdin tersebut.

vacanakan pengadaan
ana yang dibmbuskan
n menjadi femikiran
pannya. Artinya, pen-

dewan ini diha
pihak eksekutif k[r'
g4daan tidak 2016, namun bisa
dilakukandalam anggaran berikutnya.
"Saya tegaskan d:i1

kami, tapi ini sell
i tidak ada keinginan

menyadari kondisi
s wacana. Kami juga
angan saat irri, tapi pal-
i menjadi pembahasaning tidak pemikiran

dalam tahun-tahun tnya," kptanya.
.i Golka{ asal DesaDi sisi lain, poli

Bondalem Keca Tejakula kebewa, kar-
r mobdin yang menjadiena rencana penga

dokumen interna. baga dewan, namun
informasinya j Lenjadi pemberitaan di

ing itu, informasi yangmedia massa. Di
disampaikanoleh rn

menyudutkan lemlr
mobdin ini baru sc

kurang tepat, seolah
. Pasalnya, pengadaan

tentu ditetapkan
tang. Untuk itu,

s wacana dan belum
APBD 2016 menda-

minta agar pihak
yang ia agar memberikan

media massa.
Dewa Ketut Puspaka,

aan mobdin bagi
sebatas wacana dan

perencanaan awal. na itu masib dalam
pengkajian dan bt
keputusan final n
Hal ini karena ba

tentu akan menjadi
dalam APBD 2016.

ngan teru-
tamamenyangkut anggaranuntuk
tahun depan. U ini, dari dokumen

Induk 2016 belumKUA, PPAS, dan
ada sebuah usulan

informasi yang ben[,

"" l"S{-lP."J:4M.P. mengatakan,
anggota dewan brl

mobdin. (kmb38)
n untuk membe[

Edisi tW-?oJX
llal :7 .-)^


